
 
 

 
 

 SKRIPSI 

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FLIGHT INFORMATION REGION 

(FIR) ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL 

 

 

 

Disusun Oleh: 

Kelvin Rivaldi 

(1910012111254) 

 

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS BUNG HATTA 

PADANG 

2023 



 

 ii   
  

 



 
 

iii 
 

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN FLIGHT INFORMATION REGION 

(FIR) ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL 

Kelvin Rivaldi 
1
, Dwi astuti palupi

2 

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta 

Email : Rivaldikelvin22@gmail.com 

ABSTRACT 

Flight Information Region (FIR) is a certain airspace that functions to provide 

flight area information. FIR is one of the important matters for air traffic which is 

determined based on aviation safety considerations, the issues studied are (1) 

What is the AgreementFlight Information Region (FIR) Indonesia and Singapore 

(2) What is the impactFlight Information Region (FIR) Singapore against 

Indonesia's security and sovereignty. This study uses normative juridical by using 

data sources; secondary data; premier book materials, secondary book materials, 

tertiary book materials and data collection techniques. analyze international and 

national rules regardingFlight Information Region. By using primary legal 

materials in the form of laws and regulations and theories that have been 

provided. The conclusions of the results of this study: (1) The existence of the 

Singapore FIR based on the 1995 Indonesia-Singapore Agreement has caused 

many obstacles or problems from both the political and defense security aspects, 

because the control of Indonesian airspace, especially those in the airspace over 

the Riau and Natuna islands, is under control. Singapore (ATC Singapore). In 

1946 the waters around and around Natuna were part of the high seas and were 

not included in the territory of the State of Indonesia. (2) The influence of 

Singapore's FIR on Indonesia's sovereignty and security can be seen from 

Indonesia's airspace in the Riau Archipelago, which is a strategic airspace 

because it borders three countries and is located in the Malacca Straits. It is this 

strategic value that makes the presence of FIR in the airspace of the Riau 

Archipelago meaningful for the three countries, Indonesia, Malaysia and 

Singapore.  

Keywords: Agreement,Flight Information Region, International law. 
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ABSTRAK 

Flight Information Region (FIR) merupakan wilayah udara tertentu yang 

berfungsi untuk menyediakan informasi wilayah penerbangan. FIR menjadi salah 

satu hal penting bagi lalu lintas penerbangan yang ditetapkan berdasarkan 

pertimbangan keselamatan penerbangan, permasalahan yang diteliti (1) 

Bagaimanakah Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia dan 

Singapura (2) Bagaimanakah dampak Flight Information Region (FIR) Singapura 

terhadap keamanan dan kedaulatan Indonesia. Penelitian ini menggunakan yuridis 

normatif dengan cara menggunakan sumber data; data sekunder; bahan buku 

premier, bahan buku sekunder, bahan buku tersier dan teknik pengumpulan data. 

menganalisa aturan internasional dan nasional mengenai Flight Information 

Region. Dengan menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan dan teori yang telah di sediakan. Simpulan hasil penelitian ini: (1) 

Keberadaan FIR Singapura berdasarkanPerjanjian Indonesia Singapura Tahun 

1995 telah banyak menimbulkan kendala atau permasalahan baik dari aspek 

politik maupun pertahanan keamanan, karena pengendalian ruang udara Indonesia 

khususnya yang berada di ruang udara di atas kepulauan Riau dan Natuna ada 

pada kontrol Singapura (ATC Singapura). Pada tahun 1946 wilayah perairan dan 

sekitar Natuna merupakan bagian dari laut bebas (high seas) dan belum termasuk 

ke dalam wilayah (territory) Negara Indonesia. (2) Pengaruh keberadaan FIR 

Singapura bagi kedaulatan dan keamanan Indonesia bisa dilihat dari wilayah 

udara Indonesia di Kepulauan Riau merupakan wilayah udara strategis karena 

berbatasan dengan tiga negara dan terletak pada jalur Selat Malaka. Nilai startegis 

inilah yang membuat keberadaan FIR di wilayah udara Kepulauan Riau ini berarti 

bagi tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapua. 

 

Kata Kunci: Perjanjian, Flight Information Region, Hukum Internasional. 
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